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Bahwa untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat di daerah diperlukan pengelolaan data secara terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah dan Instansi / Lembaga di Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengelolaan data berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 152 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka disusun data yang berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan kegiatan pengkompilasian data yang dihasilkan dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait. Data SIPD ini merupakan data tahunan (data series) dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 (data sampai dengan bulan Juni Tahun 2019) yang tersistematis dan bersifat dinamis dalam arti bahwa data-data tersebut terus mengalami pembaharuan (up-dating).
Data series Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai pendukung dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Yogyakarta dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam pelayanan masyarakat.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan dalam penyusunan buku ini. Semoga penyusunan data series SIPD ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.
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